
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN  2005   NOMOR     7   SERI  E

PERATURAN  DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR    11   TAHUN  2005

TENTANG

PENCEGAHAN PERMAINAN JUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa Daerah Kota Bogor adalah Daerah yang
menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan
norma-norma kehidupan masyarakat;

b. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang
luas, nyata dan bertanggung jawab di Kota Bogor
meliputi juga upaya pembangunan kehidupan
sosial masyarakat yang bersih dari berbagai
bentuk kemaksiatan;
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c. bahwa pada hakekatnya permainan judi
merupakan kejahatan yang bertentangan
dengan hukum, agama, dan kesusilaan serta
berpotensi untuk mengganggu ketentraman
masyarakat dan dapat menimbulkan masalah
sosial;

d. bahwa untuk menghilangkan permainan judi
perlu dilakukan upaya-upaya antisipatif;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
huruf c dan huruf d perlu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Pencegahan Permainan Judi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3040);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
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4. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75,   Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3710);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  3176);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981
tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3192);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  3866);

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun
2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000
Nomor 5 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun
2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004
Nomor 4 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun
2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor
2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2004  Nomor 17 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan

WALIKOTA BOGOR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
PERMAINAN JUDI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

5. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya
kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan
belaka, juga karenanya permainannya lebih terlatih atau lebih
mahir, termasuk di dalamnya segala pertaruhan tentang keputusan
perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan
antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga
segala pertaruhan lainnya.

6. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan
untuk merintangi, mengantisipasi, menolak, dan atau melarang
agar tidak terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan
permainan judi.

7. Promosi adalah bentuk kegiatan untuk mengenalkan produk/jasa
kepada masyarakat.
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